
Menimbang: 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 026 TAHUN 2022 

TENTANG 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH 

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum,
perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air
minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas,
dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non
fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran
masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh
untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada
masyarakat menuju keadaan yang lebih baik
dan sejahtera;

b. bahwa pengembangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dituangkan dalam kebijakan dan strategi
daerah yang memperhatikan kebijakan dan strategi
nasional pengembangan sistem penyediaan air minum,
kebijakan nasional sektor lain yang terkait serta
memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah;

c. bahwa kebijakan dan strategi daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf b d.isusun dalam rangka
mewujudkan sasaran pokok pembangunan nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 yaitu tercapainya 100% (seratus
persen) pelayanan air minum bagi seluruh penduduk
Indonesia pada tahun 2024. sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangungan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Kebijakan clan Strategi
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;



Mengingat: 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6405);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Sela tan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5230);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara 
Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3776) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 
tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

16. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 
tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 389); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badab Usaha Milik daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR 
DAN STRATEGI DAERAH 
PENYEDIMN AIR MINUM. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

TENT ANG KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN SISTEM 

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat Jakstrada
SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem
penyediaan air minum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,
pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, dan masyarakat.

7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.

8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan
yang sehat, bersih dan produktif.

9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM
adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana
dan sarana air minum.

10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun,
memperluas dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan regulasi)
dalarn kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum
kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

11. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan,
melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi,
memantau, dan/ atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik.

12. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan
Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik
Desa, dan/ atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan
pengembangan SPAM di Provinsi Kalimantan Selatan.

13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah
Provinsi Ka1imantan Selatan dan seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai
penyelenggara.
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14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Provinsi
Kalimantan Selatan.

15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

16. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama
dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi
dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.

17. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk
khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes,
adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa
yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah
desa dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

19. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan
yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi
Kalimantan Selatan.

Pasal 2 

(1) Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara, 
dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan 
penyelenggaraan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Daerah. 

(2) Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk:

a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM
di Daerah;

b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan,
manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan regulasi) dalam kesatuan
yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana air minum;

c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan Masyarakat.

BAB II 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH 

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

Pasal 3 

(1) Jakstrada Pengembangan SPAM merupakan pedoman untuk 
penyelenggaraan pengembangan SPAM, Pemerintah Kabupaten/Kota, 
badan usaha, dan Masyarakat 

(2) Jakstrada Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan; 

b. BAB II : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum; 



c. BAB III

d. BAB IV

e. BAB V

f. BAB VI

- 6 -

: Isu Strategis, Pennasalahan dan Tantangan 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 

: Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum; 

: Rencana Aksi Percepatan Investasi Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum; dan 

: Penutup. 

Pasal 4 

Jakstrada Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pemerintah Kabupaten/Kota 
yang telah mempunyai kebijakan dan strategi pengembangan 
SPAM Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan ketentuan 
dalam Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita paerah 
Provinsi Kalimantan Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 19 April 2022

 

Ditetapkan di Banjarbaru 

pada tanggal 19 April 2022

LEMBARAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2021 NOMOR 



1.1. LATAR BELAKANG 

LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR TAHUN 2022 

TENTANG 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH 

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIMN AIR MINUM 

BABI 

PENDABULUAN 

1.1.1. Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Selatan berada di paling 

selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas: Sebelah barat 

dengan provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat 

Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara 

dengan provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Selatan 

secara geografis terletak di antara 114 19" 33" Bujur Timur - 116 

33' 28 Bujur Timur dan 1 21' 49" Lintang Selatan 1 10" 14" 

Lin tang Selatan, dengan luas wilayah 37 .377 ,53 km2 atau hanya 

6,98 persen dari luas pulau Kalimantan secara keseluruhan. 

Dengan beribukotakan Banjarmasin, Kalimantan Selatan memiliki 

wilayah 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) kota, 151 (seratus lima 

puluh satu) Kecamatan, 144 (seratus empat puluh empat) 

kelurahan dan 1.864 (seribu delapan ratus enam puluh empat) 

desa. Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 1 Januari 1957 

yang sebelumnya masih tergabung dalam provinsi Kalimantan 

bersama dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan 

memiliki luas wilayah 38.744,23 Km2, atau 6,98% dari luas pulau 

kalimantan. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 

2020 sebanyak 4.244.096 jiwa, dengan keberagaman suku yang 

ada di Kalimantan Selatan menjadikan daerah ini memiliki banyak 

kebudayaan dan kearifan lokal yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah, adapun suku yang ada di Kalimantan Selatan adalah: 

suku Banjar, Dayak Bakumpai, Dayak Baraki, Dayak Maanyan, 

Dayak Lawangan, Dayak Bukit Ngaju, Melayu Jawa, Bugis, Cina 

dan Arab Keturunan. Salah satu budaya yang masih ada dan eksis 

bagi suku Banjar yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 

penggunaan sungai sebagai salah satu potensi untuk beraktifitas 



BAB VI 

PENUTUP 

Dengan diterbitkannya Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan selatan sebagai hasil kaji ulang 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum khususnya di wilayah Kalimanta.n selatan, maka 

selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam kebijakan dan 

strategi pengembangan SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan 

yang berkaita.n dengan pengembangan SPAM di Provinsi Kalimantan selatan. 

Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan SPAM ini telah melalui tahapan 

konsultasi publik yang diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pasal 24 ayat 5. Adapun konsultasi publik 

telah dilaksanakan pada ta.nggal 05 Desember 2021 di Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan selatan. 

Peserta konsultasi publik yaitu: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Kalimanta.n selata.n, Dinas Kesehata.n Provinsi Kalimantan selatan, 

PDAM Kabupaten/Kota, BP SPAM Banjarbakula Provinsi Kalimantan selatan, 

Pokja AMPL, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, konsultan ROM Pamsimas 

dan DAK. 

Demikian Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM ini telah dibuat dan 

disosialisasikan, dan dengan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan 

menetapkan diberlakukannya Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan SPAM 

Provinsi Kalimantan selatan. 
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